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RINGKASAN 

Lintang Prayoga, 2025, Efektivitas Titik Baca Digital dalam Pelayanan 

Publik Berbasis E-government di Kota Malang (Studi Kasus pada Dinas 

Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang), Dosen Pembimbing 1: 

Prof. Dr. Yaqub Cikusin M.Si, Dosen Pembimbing 2: Taufiq Rahman Ilyas, S.Ap., 

M.AP 

 

Perkembangan era digital mendorong pemerintah meningkatkan kualitas 

pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, sehingga Dinas 

Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang mengembangkan titik baca 

digital, dalam hal ini Pojok Baca Digital (POCADI) untuk memperluas akses 

literasi dan mengurangi kesenjangan digital, yang pada akhirnya perlu dievaluasi 

efektivitasnya dalam mendukung pelayanan publik berbasis e-government dan 

mewujudkan visi Kota Malang sebagai smart city. Tujuan penelitian ini yaitu 

menganalisis sejauh mana efektivitas titik baca digital dalam mendukung pelayanan 

publik berbasis e-government di Kota Malang, serta mengidentifikasi faktor 

pendukung dan penghambat dalam implementasi program titik baca digital. 

Jenis penelitian kualitatif. Sumber data menggunakan data primer berupa 

wawancara, serta data sekunder berupa artikel dan catatan pendukung. 

Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Informan menggunakan panduan wawancara. Keabsahan data menggunakan 

triangulasi sumber. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang 

meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan verifikasi 

data/kesimpulan (verivication/conclusion drawing). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas titik baca digital dalam 

mendukung pelayanan publik berbasis e-government di Kota Malang telah berjalan 

cukup optimal. Hal ini terlihat dari implementasi enam indikator efektivitas, yaitu 

prosedur kerja, pembagian tugas, rasionalitas, berhasil guna, akuntabilitas, dan 

tepat sasaran. Prosedur kerja sudah dijalankan secara sistematis meskipun masih 

dijumpai kendala teknis. Pembagian tugas antar petugas dan instansi pendukung 

berlangsung cukup jelas meskipun belum sepenuhnya merata dalam hal kehadiran 

petugas di lapangan. Rasionalitas program terlihat dari penyusunan kebijakan yang 

berbasis kebutuhan pengguna dan dukungan anggaran yang memadai. Capaian 

berhasil guna tercermin dari meningkatnya minat masyarakat dalam mengakses 

layanan literasi digital meskipun perlu perluasan konten. Akuntabilitas pengelolaan 

terjaga melalui pelaporan kegiatan dan pengawasan internal. Tepat sasaran juga 

tercapai karena titik baca digital telah menjangkau masyarakat di lokasi strategis 

dan memberikan kemudahan akses informasi digital. Faktor pendukung dalam 

implementasi titik baca digital meliputi ketersediaan petugas yang kompeten, 

sarana prasarana yang memadai, dukungan anggaran, lokasi strategis, antusiasme 

masyarakat, serta stabilitas jaringan internet. Sementara itu, faktor penghambat 

meliputi kurang optimalnya promosi atau sosialisasi, gangguan teknis seperti listrik 

padam atau gangguan server, keterbatasan konten lokal, serta kebisingan 

lingkungan. 
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Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang disarankan untuk 

meningkatkan upaya sosialisasi dan promosi titik baca digital secara lebih masif 

dan menyeluruh, tidak hanya mengandalkan media sosial, tetapi juga menggandeng 

komunitas literasi, lembaga pendidikan, dan struktur pemerintahan wilayah seperti 

RT/RW. 

 

Kata Kunci: Efektivitas Titik Baca Digital, Pelayanan Publik, E-government 
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SUMMARY 

Lintang Prayoga, 2025, Effectiveness of Digital Reading Points in E-

government-Based Public Services in Malang City (Case Study at the Public 

Library and Regional Archives Office of Malang City), Supirvisor 1: Prof. Dr. 

Yaqub Cikusin M.Si, Supervisor 2: Taufiq Rahman Ilyas, S.Ap., M.AP 

 

The development of the digital era encourages the government to improve the 

quality of public services through the use of information technology, so that the 

Malang City Public Library and Archives Office develops digital reading points, in 

this case the digital reading corner (POCADI) to expand literacy access and reduce 

digital inequality, which in turn needs to be evaluated in supporting public services 

based on e-government and realizing the vision of Malang City as Smart City. The 

purpose of this study is to analyze the extent of the effectiveness of digital reading 

points in supporting e-government-based public services in Malang, as well as 

identifying supporting and inhibiting factors in the implementation of digital 

reading points programs. 

Types of Qualitative Research. Data sources use primary data in the form of 

interviews, as well as secondary data in the form of articles and supporting notes. 

Data collection using observations, interviews and documentation. Informants use 

interview guidelines. The validity of the data uses source triangulation. Data 

analysis uses descriptive qualitative analysis which includes data reduction, data 

presentation and data verification/conclusion (verification/conclusion drawing). 

The results showed that the effectiveness of digital reading points in 

supporting e-government-based public services in Malang was quite optimal. This 

can be seen from the implementation of six indicators of effectiveness, namely work 

procedures, division of tasks, rationality, effectiveness, accountability, and on 

target. Work procedures have been carried out systematically even though 

technical constraints are still found. The division of tasks between officers and 

supporting agencies takes place quite clearly even though it has not been fully 

distributed in terms of the presence of officers in the field. Program rationality can 

be seen from the preparation of policies based on user needs and adequate budget 

support. Achievements are made to be reflected in increasing public interest in 

accessing digital literacy services despite expanding content. Management 

accountability is maintained through reporting activities and internal supervision. 

On target is also achieved because the digital reading point has reached the 

community in strategic locations and provides easy access to digital information. 

Supporting factors in the implementation of digital reading points include the 

availability of competent officers, adequate infrastructure, budget support, 

strategic location, community enthusiasm, and internet network stability. 

Meanwhile, inhibiting factors include lack of optimal promotion or socialization, 

technical problems such as electricity or server disruption, limited local content, 

and environmental noise. 

The Malang City Public Library and Archives Office is advised to increase 

the socialization and promotion of digital reading points more massively and 

thoroughly, not only relying on social media, but also cooperates with the literacy 
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community, educational institutions, and regional government structures such as 

RT/RW. 

 

Keywords: Effectiveness of digital reading points, public services, e-government. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama dalam 

menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan (Rahmawati dan Tjenreng, 

2025). Perkembangan era digital menuntut pemerintah meningkatkan kualitas 

pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi (Daraba dkk, 

2023). Hal ini karena ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang cepat, 

efisien, dan transparan semakin tinggi, sehingga pemerintah perlu beradaptasi 

dengan perubahan zaman untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal. 

Digitalisasi dalam pelayanan publik tidak hanya memungkinkan efisiensi, 

tetapi juga memberikan transparansi, aksesibilitas, dan inklusivitas yang lebih 

baik (As’adi, 2024). Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah 

mengakses layanan yang sebelumnya terbatas oleh kendala geografis maupun 

administratif. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya adopsi sistem e-

government di berbagai negara, yang bertujuan untuk mendekatkan masyarakat 

dengan pemerintah melalui layanan berbasis teknologi (Lestari dkk, 2021). 

E-government adalah sistem yang menggunakan teknologi digital untuk 

menyajikan layanan publik yang lebih efisien, terbuka, dan tanggap (Kristian 

dkk, 2024). E-government menjadi salah satu strategi utama dalam modernisasi 

pelayanan publik (Hadi dan Widnyani, 2023). E-government pada dasarnya 

mencakup tiga dimensi utama, yaitu government-to-citizen (G2C), 

government-to-business (G2B), dan government-to-government (G2G) 
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(Asmawati dan Holipah, 2024). Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa 

e-government tidak hanya berorientasi pada digitalisasi proses administrasi, 

tetapi juga pada peningkatan interaksi dan kolaborasi antara pemerintah dengan 

masyarakat serta sektor swasta. 

E-government dalam konteks pelayanan publik, berfokus pada 

peningkatan kualitas layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK), seperti transparansi data, efisiensi prosedur, dan kemudahan akses bagi 

masyarakat (Ashar dkk, 2025). Selain itu, implementasi e-government juga 

memiliki beberapa tingkatan perkembangan, mulai dari tahap penyediaan 

informasi (information stage), interaksi dua arah (interaction stage), transaksi 

daring (transaction stage), hingga integrasi dan transformasi digital penuh 

(integration/transform stage) (United Nations, 2022). Semakin tinggi tingkat 

penerapan e-government, semakin luas pula manfaat yang dapat dirasakan oleh 

masyarakat karena layanan publik menjadi lebih responsif, inklusif, dan 

terintegrasi antarinstansi pemerintah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas 

digital pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang efektif dan berbasis teknologi. 

 United Nations E-government Survey (2022) mencatat bahwa: 

“Typically, higher-income countries tend to have higher levels of e-

government development; however, there are many developing countries that 

have achieved high or very high levels of e-government development by 

improving their online services provision, despite having limited resources. 

This suggests that targeted investments and policies supporting e-government 

development can be effective in bridging digital divides in those countries” 

 

Artinya negara-negara yang memiliki tingkat e-government yang tinggi 

memiliki kemampuan untuk menyajikan layanan publik yang lebih cepat, lebih 
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terjangkau, dan lebih mudah dipantau. Hal ini berkontribusi pada peningkatan 

transparansi dalam administrasi publik, memudahkan akses warga negara, serta 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan yang diberikan oleh 

pemerintah. 

Namun demikian, keberhasilan implementasi e-government tidak hanya 

bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan sumber 

daya manusia dan literasi digital masyarakat. Seperti yang disebutkan oleh 

Nurlaila dkk. (2024): 

“Literasi digital bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan 

pemerintah daerah memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung 

keberhasilan implementasi e-government. Kemampuan aparatur pemerintah 

dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif 

menjadi faktor utama dalam proses perancangan, pengembangan, serta 

pengelolaan layanan publik berbasis digital. Literasi digital yang baik 

memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi kerja, 

memperluas akses layanan, dan memperkuat kualitas interaksi antara 

pemerintah dan masyarakat secara lebih transparan, cepat, dan responsif.” 

 

Berdasarkan pendapat dari jurnalnya Nurlaila dkk (2024), maka secara 

sederhana dapat dikatakan bahwa literasi digital mencakup kemampuan teknis 

dalam menggunakan perangkat teknologi serta keterampilan kritis dalam 

menilai dan memanfaatkan informasi secara optimal. 

Dalam kerangka e-government, literasi digital menjadi fondasi penting 

bagi keberhasilan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi. Program-

program e-government tidak hanya diwujudkan melalui layanan administrasi 

daring, tetapi juga melalui penyediaan sarana edukatif dan informatif yang 

mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam transformasi digital. 
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Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendukung literasi 

digital, yaitu dengan mengembangkan program-program berbasis teknologi 

yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat (Rahmawati, 2023). Salah 

satu bentuk konkret penerapan e-government di bidang literasi informasi 

adalah pengembangan titik baca digital atau Pojok Baca Digital (POCADI). 

POCADI berfungsi sebagai sarana pelayanan publik yang memanfaatkan 

infrastruktur digital untuk mendekatkan akses informasi kepada masyarakat, 

sekaligus meningkatkan literasi digital warga. Dengan menyediakan akses ke 

sumber pengetahuan berbasis teknologi, POCADI menjadi bagian dari upaya 

pemerintah daerah dalam melaksanakan prinsip smart governance yakni tata 

kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berbasis data. Melalui 

pendekatan ini, pemerintah daerah dapat memperkuat dimensi government-to-

citizen (G2C), di mana layanan publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi 

juga edukatif dan partisipatif. Seperti yang diungkapkan oleh Alfayn (2022), 

bahwa: 

“Tingkat literasi digital masyarakat berperan signifikan terhadap 

keberhasilan implementasi e-government. Masyarakat dengan kemampuan 

literasi digital yang tinggi cenderung lebih mudah dalam memahami, 

mengakses, dan memanfaatkan berbagai layanan publik berbasis digital yang 

disediakan oleh pemerintah. Sebaliknya, rendahnya tingkat literasi digital 

dapat menjadi hambatan dalam proses adopsi dan pemanfaatan layanan e-

government, karena masyarakat mungkin mengalami kesulitan dalam 

mengoperasikan sistem, memahami prosedur daring, ataupun memanfaatkan 

fitur digital secara optimal. Dengan demikian, peningkatan literasi digital 

masyarakat merupakan faktor strategis dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan berbasis teknologi informasi yang efektif, partisipatif, dan 

inklusif.”. 

 

Keberhasilan titik baca digital sebagai bagian dari implementasi e-

government dalam pelayanan publik tentu tidak terlepas dari dukungan fasilitas 
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penunjang, seperti ketersediaan koleksi digital, akses internet yang memadai, 

serta perangkat teknologi yang memungkinkan masyarakat mengakses 

informasi secara cepat dan mudah. Hal ini sejalan dengan pendapat Suhaeni 

dkk. (2022) yang menyatakan bahwa: 

“Perpustakaan digital memiliki peran penting dalam mendiseminasikan 

koleksi digitalnya kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat, dan mudah 

diakses. Kehadiran perpustakaan digital memungkinkan pengguna 

memperoleh informasi dan pengetahuan tanpa batasan waktu maupun tempat 

melalui pemanfaatan teknologi informasi. Namun demikian, seiring dengan 

kemajuan teknologi dan maraknya penggunaan perangkat pintar seperti telepon 

genggam yang dilengkapi berbagai fitur canggih, peran perpustakaan 

tradisional mulai mengalami pergeseran. Masyarakat kini cenderung beralih 

pada sumber informasi digital yang lebih praktis, termasuk kemudahan dalam 

mengakses atau mengunduh buku elektronik secara langsung melalui aplikasi 

digital, yang secara perlahan dapat menggeser fungsi perpustakaan 

konvensional.”. 

 

Namun, kenyataannya tidak semua masyarakat memiliki akses dan 

kemampuan yang sama, seperti yang diungkapkan oleh Rahmawati (2023), 

bahwa: 

“Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap 

teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan 

digital antara kelompok yang memiliki akses terhadap internet dan perangkat 

digital dengan mereka yang tidak. Akibatnya, terjadi ketimpangan dalam hal 

kesempatan memperoleh informasi, mengembangkan kemampuan digital, 

serta berpartisipasi dalam ruang digital. Banyak masyarakat yang masih 

menghadapi keterbatasan dalam memahami cara penggunaan perangkat 

teknologi dan pemanfaatan internet secara efektif. Rendahnya tingkat literasi 

digital tersebut berdampak pada terbatasnya kemampuan individu untuk 

berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan digital, baik dalam kegiatan 

pencarian informasi, komunikasi daring, maupun pemanfaatan layanan publik 

berbasis elektronik.”. 

 

Berdasarkan pendapat Rahmawati (2023) di atas, secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa titik baca digital selain menjadi solusi bagi keterbatasan akses 

bahan bacaan konvensional, titik baca digital juga memberikan peluang bagi 
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masyarakat untuk terbiasa menggunakan teknologi digital dalam kehidupan 

sehari-hari. Program ini tidak hanya membantu meningkatkan literasi 

masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai sarana inklusi digital untuk 

menjembatani kesenjangan akses informasi antara berbagai kelompok sosial. 

Adopsi teknologi dalam penyediaan layanan literasi juga mempercepat 

penyebaran informasi dan meningkatkan kualitas pendidikan informal di 

berbagai lapisan masyarakat. 

Kota Malang sebagai salah satu kota pendidikan di Indonesia telah 

memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan layanan 

publiknya. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah pengembangan titik baca 

digital oleh Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. 

Program ini diberi nama Pojok Baca Digital (POCADI). Program POCADI 

bertujuan menyediakan akses informasi yang lebih luas, efisien, dan terjangkau 

bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan minat baca warga Kota Malang. 

Penguatan literasi di Kota Malang semakin baik dengan adanya program ini. 

Program ini diharapkan dapat mendukung transformasi digital yang sejalan 

dengan visi Kota Malang sebagai kota cerdas (smart city), yang salah satunya 

adalah Smart Government. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah 

daerah dalam mengintegrasikan layanan publik dengan kemajuan teknologi 

informasi. 

Implementasi titik baca digital di Kota Malang memberikan berbagai 

manfaat, salah satu manfaat utama ketersediaan fasilitas digital POCADI ini 

dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses dan membaca bahan pustaka 
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elektronik/digital (Dispussipda Kota Malang, 2024). Selain itu, program ini 

dapat mengurangi ketimpangan digital dengan memberikan peluang yang sama 

bagi berbagai kelompok masyarakat untuk mendapatkan informasi dan literatur 

yang relevan (Utomo dkk, 2023). Dengan meningkatnya akses terhadap 

sumber daya digital, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam 

mengembangkan keterampilan membaca dan berpikir kritis. Efektivitas titik 

baca digital dapat dilihat dari meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat 

dalam memanfaatkan layanan POCADI yang diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah, khususnya melalui Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota 

Malang. Meskipun demikian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiandika 

dkk. (2023) menunjukkan bahwa keberadaan POCADI belum berfungsi secara 

optimal, sebab jumlah pengunjung yang memanfaatkan fasilitas tersebut masih 

relatif rendah apabila dibandingkan dengan tingkat kunjungan pada ruang baca 

konvensional di perpustakaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih 

optimal agar pemanfaatan fasilitas ini dapat menjangkau lebih banyak 

masyarakat. 

Efektivitas titik baca digital tidak lepas dari berbagai tantangan, salah 

satu tantangan utama adalah kesenjangan literasi digital (Afzal dkk, 2023). 

Seperti yang diungkapkan oleh Haniko dkk (2023): 

“Kesenjangan digital merupakan permasalahan multidimensional yang 

dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti perbedaan kondisi sosial ekonomi, 

letak geografis, kelompok usia, ras, serta gender. Faktor-faktor tersebut 

berkontribusi terhadap ketidakmerataan akses dan pemanfaatan teknologi 

informasi di berbagai lapisan masyarakat”. 
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Berdasarkan pendapat Afzal dkk (2023) di atas, maka peneliti dapat 

berpendapat bahwa kesenjangan digital datang dari kelompok masyarakat 

tertentu, seperti kondisi sosial ekonomi, lokasi yang jauh dari titik baca, warga 

lanjut usia dengan keterampilan digital yang kurang, serta individu dengan 

akses pendidikan yang terbatas, sering kali menghadapi hambatan dalam 

memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadopsi 

pendekatan yang lebih inklusif dengan memastikan bahwa semua kelompok 

masyarakat, termasuk mereka yang kurang familiar dengan teknologi, dapat 

merasakan manfaat dari inovasi digital ini. Tantangan ini menunjukkan 

perlunya pendekatan yang inklusif dalam merancang dan 

mengimplementasikan program berbasis teknologi seperti titik baca digital. 

Dengan upaya yang tepat, program ini dapat menjadi salah satu solusi dalam 

meningkatkan efektivitas titik baca digital dalam pelayanan publik berbasis e-

government di Kota Malang. Selain itu, upaya optimalisasi program ini dapat 

ditempuh melalui kerja sama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, 

termasuk lembaga pendidikan dan komunitas literasi, guna memperluas 

jangkauan program serta meningkatkan efektivitas dan dampak yang 

dihasilkan bagi masyarakat 

Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini ialah bahwa 

implementasi Pojok Baca Digital (POCADI) sebagai salah satu bentuk inovasi 

pelayanan publik berbasis e-government di Kota Malang belum menunjukkan 

tingkat efektivitas yang optimal. Meskipun telah tersedia fasilitas dan 

dukungan dari pemerintah daerah, masih ditemukan kendala berupa rendahnya 
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literasi digital masyarakat, sosialisasi program yang belum optimal, serta 

distribusi titik baca digital yang belum merata di seluruh kecamatan. Kondisi 

tersebut menimbulkan kesenjangan dalam pemanfaatan layanan, sehingga 

tujuan utama program untuk meningkatkan literasi, memperluas akses 

informasi, dan mengurangi ketimpangan digital belum tercapai secara 

maksimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi 

sejauh mana efektivitas titik baca digital mampu mendukung pelayanan publik 

berbasis e-government di Kota Malang. 

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, peneliti terdorong 

untuk melakukan kajian lebih mendalam melalui sebuah penelitian yang 

berjudul: “Efektivitas titik baca digital dalam pelayanan publik berbasis e-

government di Kota Malang (Studi kasus pada Dinas Perpustakaan Umum dan 

Arsip Daerah Kota Malang)”. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perpustakaan 

Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, mengingat bahwa instansi tersebut 

telah menjadi pelopor dalam pengembangan layanan pojok baca digital Kota 

Malang dengan nama Pojok Baca Digital (POCADI). Program titik baca digital 

ini dinilai relevan untuk dikaji karena memberikan kontribusi terhadap 

transformasi digital dalam pelayanan publik, khususnya dalam mendukung 

literasi dan akses informasi yang lebih baik bagi masyarakat. Selain itu, 

efektivitas POCADI perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui sejauh 

mana layanan ini mampu meningkatkan keterjangkauan informasi, minat baca 

masyarakat, serta mendukung tujuan besar Kota Malang sebagai kota berbasis 

e-government. Dengan fokus pada evaluasi efektivitas program ini, penelitian 
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ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai dampaknya 

terhadap pelayanan publik berbasis e-government serta menawarkan 

rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut, terutama dalam hal 

peningkatan partisipasi masyarakat dan optimalisasi teknologi yang digunakan 

dalam layanan POCADI. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi 

bahan masukan bagi pemangku kebijakan dalam merancang strategi 

digitalisasi layanan publik yang lebih adaptif dan berkelanjutan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:: 

1. Bagaimana tingkat efektivitas titik baca digital dalam mendukung 

pelayanan publik berbasis e-government di Kota Malang? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi titik baca 

digital pada Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis sejauh mana efektivitas titik baca digital dalam mendukung 

pelayanan publik berbasis e-government di Kota Malang. 

2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi 

program titik baca digital. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Bagi Ilmu Administrasi Publik 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan teori pelayanan publik berbasis e-government, 

khususnya terkait efektivitas inovasi digital seperti titik baca digital 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

b. Bagi  Dunia Pendidikan 

Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, 

akademisi, dan peneliti yang ingin mendalami topik literasi digital, 

pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi, serta evaluasi 

program layanan publik berbasis digital. 

c. Bagi Pengembangan E-government 

Penelitian ini akan memberikan perspektif baru mengenai 

implementasi layanan digital dalam konteks pelayanan publik, serta 

wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

dan tantangan dalam penerapan e-government di Indonesia, 

khususnya di tingkat kota. 

 

d. Bagi Pengembangan Kebijakan Digitalisasi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan kebijakan publik terkait digitalisasi layanan 

pemerintahan di tingkat daerah. Hasil penelitian dapat memperkaya 

perspektif dalam merancang kebijakan yang mendukung integrasi 



 

12 

teknologi dalam pelayanan publik, khususnya yang berhubungan 

dengan penyediaan akses informasi dan literasi digital. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang 

Penelitian ini dapat memberikan masukan strategis untuk 

meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan inklusivitas program titik 

baca digital (POCADI), serta memperkuat peranannya dalam 

mendukung transformasi digital di Kota Malang. 

b. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kebijakan 

Penelitian ini memberikan wawasan bagi pemerintah daerah 

dan pemangku kebijakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program 

digitalisasi dalam pelayanan publik. Dengan demikian, penelitian 

ini dapat membantu merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih 

efektif dalam meningkatkan kualitas layanan publik berbasis 

teknologi. 

 

 

c. Bagi Komunitas Literasi Digital 

Penelitian ini juga dapat memberi manfaat bagi komunitas 

literasi digital dengan memberikan gambaran tentang pengaruh 

titik baca digital terhadap peningkatan keterampilan literasi 
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masyarakat, sehingga mereka dapat memperluas jangkauan dan 

dampak program literasi berbasis digital di masyarakat. 

d. Bagi Masyarakat 

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat 

layanan berbasis digital serta mendorong partisipasi aktif dalam 

pemanfaatan teknologi untuk mengakses informasi dan literasi 

secara lebih luas. 

e. Bagi  Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman langsung 

dalam melakukan penelitian tentang efektivitas program pelayanan 

publik berbasis teknologi, serta memperkaya wawasan peneliti 

dalam pengembangan literasi digital dan pelayanan publik berbasis 

e-government. 

f. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan serta 

landasan bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada 

pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis e-government 

dan peningkatan literasi digital dalam berbagai konteks 

pemerintahan daerah lainnya, serta menjadi referensi untuk 

memperdalam studi tentang pengaruh teknologi terhadap 

pengelolaan pelayanan publik. 

E. Sistematika Pembahasan 

1. BAB I Pendahuluan 
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Dalam BAB I, peneliti menjelaskan latar belakang topik terkait 

dengan judul efektivitas titik baca digital dalam pelayanan publik berbasis 

e-government di Kota Malang, serta menguraikan relevansi dan urgensi 

penelitian ini. 

2. BAB II Landasan Teori 

Dalam BAB II, peneliti mengulas teori-teori mengenai titik baca 

digital, pelayanan publik berbasis e-government, serta meninjau hasil-hasil 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik. 

3. BAB III Metode Penelitian 

Dalam BAB III, peneliti menjelaskan jenis penelitian yang 

digunakan, desain penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, 

teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. 

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam BAB IV, peneliti menyajikan hasil penelitian mengenai 

efektivitas titik baca digital dalam pelayanan publik berbasis e-government 

di Kota Malang, serta membahas implikasi hasil tersebut. 

5. BAB V Penutup 

Dalam BAB V, peneliti menyimpulkan hasil penelitian, memberikan 

saran untuk praktik bisnis atau penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 

maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Analisis Efektivitas Titik Baca Digital dalam Mendukung Pelayanan 

Publik Berbasis e-government di Kota Malang 

 

Efektivitas titik baca digital dalam mendukung pelayanan publik 

berbasis e-government di Kota Malang telah berjalan cukup optimal. Hal 

ini terlihat dari implementasi enam indikator efektivitas, yaitu prosedur 

kerja, pembagian tugas, rasionalitas, berhasil guna, akuntabilitas, dan tepat 

sasaran. Prosedur kerja sudah dijalankan secara sistematis meskipun masih 

dijumpai kendala teknis. Pembagian tugas antar petugas dan instansi 

pendukung berlangsung cukup jelas meskipun belum sepenuhnya merata 

dalam hal kehadiran petugas di lapangan. Rasionalitas program terlihat 

dari penyusunan kebijakan yang berbasis kebutuhan pengguna dan 

dukungan anggaran yang memadai. Capaian berhasil guna tercermin dari 

meningkatnya minat masyarakat dalam mengakses layanan literasi digital 

meskipun perlu perluasan konten. Akuntabilitas pengelolaan terjaga 

melalui pelaporan kegiatan dan pengawasan internal. Tepat sasaran juga 

tercapai karena titik baca digital telah menjangkau masyarakat di lokasi 

strategis dan memberikan kemudahan akses informasi digital. 
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2. Identifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi 

Program Titik Baca Digital 

 

Faktor pendukung dalam implementasi titik baca digital meliputi 

ketersediaan petugas yang kompeten, sarana prasarana yang memadai, 

dukungan anggaran, lokasi strategis, antusiasme masyarakat, serta 

stabilitas jaringan internet. Sementara itu, faktor penghambat meliputi 

kurang optimalnya promosi atau sosialisasi, gangguan teknis seperti listrik 

padam atau gangguan server, keterbatasan konten lokal, serta kebisingan 

lingkungan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut 

antara lain dengan mendorong keterlibatan masyarakat melalui 

musrenbang, peningkatan pelayanan, penambahan koleksi, pelibatan 

komunitas dalam promosi, serta pelatihan berkala bagi petugas. 

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan titik baca digital telah 

diarahkan secara adaptif untuk menjawab berbagai tantangan dalam 

mendukung pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi. 

B. Saran 

1. Saran bagi Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang 

Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang 

disarankan untuk meningkatkan upaya sosialisasi dan promosi titik baca 

digital secara lebih masif dan menyeluruh, tidak hanya mengandalkan 

media sosial, tetapi juga menggandeng komunitas literasi, lembaga 

pendidikan, dan struktur pemerintahan wilayah seperti RT/RW. 

Pendekatan ini penting untuk menjangkau lebih banyak lapisan 

masyarakat, meningkatkan partisipasi, serta memperkuat keberadaan 
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layanan literasi digital sebagai bagian dari pelayanan publik berbasis e-

government yang inklusif. 

2. Saran bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji efektivitas titik 

baca digital dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk 

mengukur dampak yang lebih spesifik terhadap peningkatan literasi digital 

masyarakat, sehingga hasilnya dapat menjadi acuan dalam pengembangan 

kebijakan literasi berbasis teknologi secara lebih luas. 
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